
Menimbang a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kata 
Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, 
maka agar dalam pelaksanaan operasional dapat berjalan 
secara efektif, efisien dan optimal perlu adanya petunjuk 
pelaksanaan; 

b. bahwa untuk melaksanakan maksud terscbut diatas 
maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota 
Semarang Nomor 8 Tahun 2011 ten tang Pajak Air Tanah. 

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah Jawa 
Barat dan Daerah lstimewa Yogjakarta; 

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2000 teritang Penagihan Pajak dengan 
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3687); 

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang 
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nornor 27, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4189); 

W ALIKOTA SEMARANG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

NOMOR 8 TAHUN ?.011 TENTANG PAJAK AIR TANAH 

NUMOR r1 TAHUN Jl1) 1 
TENT ANG 

PETUN1JUK PELAKSANMN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG 

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG 

WALIKOTA SEMARANG 
'' 
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbenrlaharaan Negara [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahaan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tenlang Sumber 
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 32); 

7. Undang-Undang Nomor 1 S Tahun 2004 tentang 
Pcmeriksaan Pcngelolaan dan Tanggung .Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Rep1 J hh k Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahaan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
lelah diubah bebcrapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pernerintuh Pusat dan 
Pemcrintah Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daernh dan Retribusi Daerah. (Lcmbaran Negara 
~epublik Indonesia Tahun ?.oog Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5049); 

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5059); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Talrun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3079); 
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2007 tentang 
Penyebarluasan 

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 
Pengesahan, Pengundangan dan 
Peraturan Perundang-undangan; 

22. 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pernerintah 
Numnr 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1 (}83 tentang Pelaksanaan 
Kitab Undang-Unrlang Hukurn Acara Pidana (Lembaran 
Negara Replthlik Indonesia 'I'ahun 1983 Nornor ~ti, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3258); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang 
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten­ 
Kabupaten 'l'ingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, 
.Iepara dan Kendal, serta Penataan Kecamatan di Wilayah 
Kota Madya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah 
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137~ Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 4S75); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

18. Peraturan Pemcrintah Nomor 79 Tahun 2005 tcntHng 
Pedoman Pernbinaan dan Penguwasan Penyelcnggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pernerintah antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemcrintah Dacrah 
Kabupatcrr/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tuhun 2007 Nomor 82, Tambnhan Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia N omor 4 7 3 7); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air 
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4859); 

21. Peraturan Pemerirrtah Nomor 69 Tahun 2010 ten tang 'I'ata 
cara Pernberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 
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BART 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Semarang. 
2. Pernerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah, 
3. Walikota adalah Walikota Semarang. 

4. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu 
dibidang perpajakan daerah scsuai dengan perraturan perundang­ 
undangan yang berlaku. 

5. Dinos Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat 
DPKAD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota 
Semarang; 

TENTANG PETUNJUK 
DAE RAH KOTA 

2011 TENTANG PAJAK 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA 
PELAKSANAAN PERATURAN 
SEMARANG NOMOR 8 TAHUN 
AIRTANAH. 

Menetapkan 

23. Peraturan Daerah Kota Semarang, Nomor 11 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana 
tclah diuba.h dengan Peraturan DHen~h Kota Semarang 
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kata Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Semarang Nomor 83); 

24. Peraturan Dnerrrh Kuta Semarang Nornor 13 Tahun 2006 
tentang Pengendalian Lingkungan Hidup [Lernbarari 
Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2); 

25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan yang mcnjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah 
Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8,Tambahan 
Lembaran Daerah Kuta. Sematang Nomor 18); 

26. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota 
Semarang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Semarang Nomor 55). 



6. Pajak Daerah selanjutnya diaebut, Pajnk, adalah kontribusi wajib 
kepada Daerah yang tcrubrng uld1 ur~n~ pribadi atau badan yang 
bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak 
mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 
Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

7. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas 
pengambilan dan/ atau pernanfaatan air tanah. 

8. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lupisun tannh atau bntuan 
di bawah perrrrukaan tanah. 

9. Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah adalah kegiatan 
pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan 
cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan 
penurap lainnya untuk dimanfaatkan aimya dan/ atau tujuan lain. 

10. Dadan adalah sekumpulan orang da.n/atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak 
melakukan usaha yang rneliputi perseroan terbatas, perseroan 
komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 
atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam 
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pcnaiuri, pcrsekutuan, 
perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, 
atau organisasi lainnya, Iembaga dan bentuk badan lainnya termasuk 
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat 
dikenakan pajak. 

12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar 
pajak, pemotong pujak, dun peruungut pujuk yur1~ mernptmyui huk 
dan kcwajiban pcrpajakan scsuai dcngan kctcntuan pcraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah. 

13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang 
menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan 
melaporkan pajak yung terutang. 

14. Surat Sctoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD udulah 
aurat bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan 
dengan menggunakan forrnulir atau telah dllakukan dengan cara lain 
kc kas daerah melalui ternpat pernbayaran yang ditunjuk oleh 
Walikota. 

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah 
pokok pajak tertrtang, 

lfi. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Dacrah yang sclanjutnya disingkat 
SPOPD adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk 
mendaftarkan diri clan melaporkan objek pajak atau usahanya. 

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat 
SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah 
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar 
daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak tcrutang. 
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BAB 11 

TATA CJ\RA PENDAFTARAN DAN pr;NDATMN 
Pasal2 

(1) Dalam rangka pendaftaran clan pcndataan terhadap Wajib Pajak Air 
Tanah baru, Wajib Pajak wajib mengisi SPOPD dengan jelas, lengkap 
dan benar serta ditandatangani. 

.18. Surat ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjntnya disingkat 
SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah 
pokok pajak sama be~;i rt 1yH dengan jumlah krcdit pajak utnu pojak 
tiduk terutang clan tidak ada kredit pujuk. 

19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD1 adalah 
aurat untuk rnclakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administrasi 
berupa bunga dan/ atau dendu. 

~O. Surat Keputusan Pernbetulan aclalah ~urn I. kcputuean yung 
membetulkan kes::.1.A han tulis, kesalahan h itnng, dnn/ atau kckeliruan 
dalam penerapan ketentuan tertentu d8.li"-!rr1 peraturan perundang­ 
undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang 
Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat 
Kctetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pernotongan atau 
pernungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wujib Pajak. 

21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keput uHH n Ata~ keberatan 
terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lobih Bayar, atau 
terhadap pemntongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang 
diajukan oleh Wajib Pajak. 

22. Putusan Banding adalah putusan badan perudila n pajak atas banding 
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

23. Pembukuan adalah suatu proses pencat.atan yang dilakukan secara 
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuungan yang 
melipuli Irarta, kewajiban, modal, pcnghasilan don biaya, serta jumlah 
harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup 
dengan menyusun Iaporan keuangan bcrupa neraca dan laporan laba 
n1gi untuk periode Tahun Pajak tcrsebut. 

24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 
mengolah data, ketcrangan dan / atau bukti yang dilaksanakan 
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar 
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan daerah dnn /utau untuk tujunn lain dalam rangka 
mclaksunn ken ketentuan pcraturan perundnng-i md:-:i r 1gfJf1 perpaickan 
daerah. 
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(1) Pembayaran pajak harua dilakukan aekaligua atau h rria a. 
(2) Kepala DPl{j\D dapat mcmbcrikan pc:r~c:t11j11:1n kr.p:id:1 Wajib Pnjak 

untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tcrtcntu, 
setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. 

(3) Tata oara mengangsur scbagaimana dirnaksud ayat (2) adalah : 
a. wajib Pajak mcngajukan surat perrnohonun angsuran; 
b. at.as dasar permohonan tcrecb ut Kepala DPKAD depot 

mempertimbangkan pembayaran ang8unm; 

c. apabila permohonan dikabulkan maka diterbitkan Surat Keputusan 
Persetujuan Pembayaran Angsuran beserta SKPD Angsuran. 

(4) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2), harus 
dilakukan secara teratur dan berturut-turut dcngan dikenakan bunga 
sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belurn atau 
kurang bayar, 

Pasal 4 

BAB III 
TATA CARA PEMBAYARAN 

Pasal 3 
(1) Pernbuyuran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tcmpat lain yang 

ditunjuk oleh Walikota. 
(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempar lain y;::ing rlirunjuk , h aail 

penerimaan pajak harus disetor kc Kas Dacrah selambat-lambatnya 1 
(satu) hari kerja. 

(3) Pcmbayaran pajak dilakukan sccara bulanan. 
(4) Pernbayaran bulanan dilaksanakan paling lambat setiap tanggal 10 pada 

bulan berikutnya. 

(5) Apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka pcmbayaran dapat 
dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnva, 

(6) Apabila pembayaran pajak yang dilaksanakan sebagaimana dimuksud 
pada ayat 4 melewati tanggal tersebut dikenakan sariksi adrnirristrasri 
sebesar 2 °A.1 (d ua persen) perbulan. 

(2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 15 (lima 
belas) hari setelah beroperasinya obyek pajak harus mengembalikan 
kepada petugas pajak di DPKAD. 

(3) Petugas pajak mencatat SPTPD yang telah dikcmbalikan olch Wajib 
Pajak dalarn Dafta r l nrh ik Wajil: Pajak chm diB•.tn~i,k~i.n !'$dXt.g~\i dasar 
untuk menerbitka.n NPW PD. 

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana di rnalcsud ayat (2) tidak 
dipcnuhi, pcndaftaran dan pendataan dapat dilakukan oleh Pejabat. 
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BAB VT 

PEMBEBASAN PAJAK 

Pasal 10 
(1) Kepala DPKAD berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat mernberikan 

pembebasan pajak. 

Pasu.l O 

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, langgal, jam don tempat 
pelaksanaan lelang, jurn sita memberitnlrukan dengan segera secant tertulls 
kepada Wajib Pajak. 

Pasal 8 

Apabila paiak yang harus dibayar ridnk dilunnsi dalam jangka waktu 2 x 24 
jam sesudah tanggul pembcrltahuan Surat Paksa, Walikota atau pejabat 
yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. 

(1) Apabila jurnlah pajak yang masih hurus dibayar tidak dilunasl dalam 
jangka waktu scbagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau 
Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang hartrs 
dibayar ditagih dengnn 8urat Paksa. 

(2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Sund Paksa segera 
setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat Tegurnn atau 
Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis disarnpaikan, 

Pasal 7 

BAB IV 

TATA CARA PENAGIHJ\N PAJAK 

Pasal 6 
(1) Sur~t. Tcguran atau Surnt Peringatan atau surat lain yang scjcni~ 

sebagui awal tindakan peluksanaan penagihan pi~a k dikcluarkan 7 
(tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran, 

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau 
Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus 
melunasi pajak yang terutang. 

(3) Surat Teguran, Surat Peringatan a tau strrnt lain yang sejenis 
sebagaimana dirnaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala DPKAD. 

Setiap pembayaran pajak sebag:1im3na dimaksud dalarn Pasal 4 diberiknn 
tanda bukti pernbayaran da.n dicatat dalam buku pcnerirnaan. 

(5) Kepala DPKAD dapar mcmberikun perserujuan kepada Wajib Pajak 
untuk mcnunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang 
dil~nl 11k;::in setelah memenuhi pcrsyarutan yang ditentukan dengan 
dikenakan bunga 2 % (dun p~nien) sebulan dari jumlah pajak yang 
belum atau kurang dibaynr. 

Pasal 5 
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BAB VII 
PENGEMBA.LI/\N KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK 

Pasal 12 
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan 

pembayaran pajak kepada Kepala DPKAD secara tertulis dengan 
menyebutkan sekurang kurangnya : 
a. nama clan alamat Wajib Pajak; 

BAB VI 
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN 

DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKS! ADMINISTRASI 

Pasal 11 
(1) Kepala DPKAD karenajabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat: 

a. membetulkan SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT atau kesalahan hitung, 
dan atau kekeliruan dalam penerapan pcraturan perundang­ 
undungan pcrpajakan dnerrrh; 

b. membatalkan atau mengurangkan kctctapan pajuk; 
c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi adminietrasi berupa 

bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalarn hal sanksi 
tersebut dikenakan bukan kesalahan Wajib Pajak. 

(2) Permohonan pernbetulan, pcmbatalan, pengurangan ketetapan dan 
penghapusan atau pen~1mrng:~n sanksi administrasi Hlw, 8KPD, 
SKPDKR, 8KPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus 
disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Walikota selambat­ 
lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD, 
SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan alasan yang jelas. 

(3) Kepala DPKAD paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan 
sebagaimana dimakuud ayat (2) diterirnu, sudah harus rnembcrikan 
kcpurusan. 

(4) Apabila setelah lewat waktu 3 ( tiga) bulan sebagaimana dimalcsud ayat 
(3) Kepala DPKAD tidak memberikan keputusan permohonan 
pembetulan, pcmbatalan, pengurangan ketetapan clan penghapusan atau 
pengurangan sanksi administraai, maka permohonan dianggap 
dikabulkan. 

(2) Tata cara pernbebasan pajak 8ehHgHimana dimaksud ayat ( 1) adalah : 
a. wajib pajak mcngajukan perrnohunan secara tertulis discrtai dcngan 

bukti-bukti tertulis yang sah kepada Kepala DPK.A.D dengan 
menvebutkan : 
- narna dun alamat Wajib P~i~k; 
- masa pajak; 
- besarnya pernbeba sa n pajak; 
- alasan yang jela s. 

b. atas dasar perrnohonan tersebur Kepala VPKAD dapat 
mempertimbangkan pembcbusun pujuk. 

c. apabila permohonan dikabulkan maka diterbitkan Surat Persetujuan 
Pemberian Pembebasan Pajak. 
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Pasal 14 
(1) SP2D dibuat rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut: 

a. lcmbar ke 1 dan 2 untuk Bidang Perbcndaharaan selaku Penerbit 
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). 

b. lembar ke ~ unruk Wajib Pajak yang bersangkutun. 

c. lernbar ke 4 untuk Bidang Pajak. 

(2) Bidang perbendaharaan DPKAD atas nama Kepala DPKAD wajib 
menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) paling lambat 5 
[lima] hari kerja sejak SPP diterima. 

Pasal 13 

(1) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud 
Pasal 12 ayat (5) dilakukan dcngan menerbitkan SP2D. 

(2) SP2D dibebankan pada mata anggaran peridapatan pajak tahun 
anggaran berjalan atau mata anggaran penerimaan semula. 

b. masa pajak; 
c. besarnya kelebihan pembayaran pajak; 

d. alasan yang jela~. 

(2) Kepala DPKAD dalam jangka paling lama 12 (dua belas) btrlari sejak 
diterimanya permohonan pengernbalian kcleblhan pernbayaran pajak 
sebagaimana dimaksud ayat (1) memberikan keputusan. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayut (2) dilampaui 
Kepala DPKAD tidak memberlkan kqn~L usan, permohonan 
pcngcmbalian kelebihan pembayaran pajak rHnneBfl.P dlkabulkan clan 
SKPDLB hurus diterbitka.n dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) 
bulan. 

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan 
pembayaran pajak sebagaimana ayat (3) langsung dipcrhitungkan 
untuk mehrna si terlcbih dahulu utang pajaknya. 

(5) Pengembaliun kelebihun pembayaran pajak dilakukan dalo m wak t u 
laing lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDKLB. 

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah 
2 (dua) bulan sejak diterbitkarmya SKPDLB, Kepala DPKAD 
memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen] sebulan atas 
keterlambatan pernbayaran kelebihan pajak. 

(7) Apabila kelehihrm pernbayaran pajak diperhitungkan dengan ut.;:ing 
pajak lainnya, scbagaimana dimaksud oyat (4) pcrnbayarannya 
dilakukan denga n cara pemindah bukuan dan bukti pernindah 
bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayarannya. 

(8) Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas kelebihan 
pembayaran pajak, kelebihan tersebut dapat diperhrtungkan dengan 
pajak yang akan terutang atau dengan utang pajak atas riarna wajib 
pajak lain. 
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BAB IX 
SANKS! ADMINISTRASI 

Pasal 17 
Walikota dapat menutup dan mencabut ijin usaha bagi pengusaha apabila : 
a. melalaikan kewajiban dan/atau selarna ~ (dua) hulan herturut-turut 

tidak membayar pajak atau: 
b. tidak melayani dengan baik petugas dan/atau tanpa alasan yang sah 

menolak untuk diadakan tindak pemeriksaan dan melawan petugas 
pemeriksa yang sah dilengkapi dengan surat tugas dari Walikota. 

Pasal 16 
(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk 

melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan, 
(2) Kepala DPKAD rnelak ukun invest..uris,rni terhadap wajlb pajak yang 

berkategori kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1). 
(3) Inventarisasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dimohonkan persetujuan 

Walikota. 
(4) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang 

audah kedafuwaraa sebagairnana dirnakaud pada ayat (1). 

BAB VIII 

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG SUDAH 
KEDALUWARSA 

Pasal 15 
(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluwarsa set.elah 

melampaui jangka waktu 5 [lima] tahun terhitung sejak saat 
terutangnya Pajak, kccuali apabila wajib pajak melakukan tindak 
pidana di bidang perpajakan daerah. 

(2) Kedaluwarsa Pcnagihan pajak sebagaimana dirnaksud ayat (1) 
tertangguh apabila : 
a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; 

b. ada pengakuan utang pajak dari wajib Pajak baik langsung maupun 
tidak langsung. 

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung seiak 
tanggal penyarnpaian Surut puksu i.t'.r~t'.huL 

(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung scbagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan 
masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada 
Pemerintah Daerah. 

(5) Pengakuan utang eecara tidak Iangsung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b dapat diketahul darl pengajuan permohonan angauran 
atau penundaan pembayaran dan pcrmohonan keberatan oleh Wajib 
Pajak. 



terhadap 
pajak, 

keputusan 
pembebasan 

d. menerima, menolak, dan memberikan 
permohonan angsuran, penundaan, 
pengembalian kelebihan pembayaran pajak; 

BAB XI 
PENDELEGASIAN KEWENANGAN 

Pasal 19 
( 1) Pelakaariuari Pernttrrari Daerah Kota Semarang Nornor 5 Tahun 2011 

tentang Pajak Air Tanah diserahkan dan menjadi tanggung jawab 
Kepala DPKAD. 

(2) Kepala DPKAD dalarn melaksanakan Peraturan Daerah Kota Semarang 
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah mempunyai wewenang: 
a. melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek pajak air tanah; 

b. menetapkan besarnya pajak; 

c. memungut, menagih dan menerima pembayaran pajak sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

'BABX 
TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 18 
(1) Walikota berwenang rnelakukan perneriksaan Pajak Daerah untuk 

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam 
rangka rnelaksanakan peraturan perundang-undarigan perpajakan 
daerah. 

(2) Wajib pajak yang diperiksa wajib : 
a. memperlihet.kan den/at.au meminjarnkari huku ata u cHt.at.Hn, 

dokumen yang rnenjadi dasarnya, dan dokumen lain yang 
berhubungan dengan objek pajak yang terutang; 

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang 
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran 
pemeriksaan, dan/ atau; 

c. memberika.n keterangan yang dlperlukan. 
(3) Tatacara pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut : 

a. pemeriksaan dilakukan sekurang-kurangnya dalam waktu 3 (tiga) 
bulan sekali oleh tim Pemeriksa; 

b. Tim Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud huruf a dibentuk oleh 
Kepala DPKAD Kota. Semarang: 

c. Tim Perneriksa rnempunyai tugas rnenguji kepatuhan pemenuhan 
pembayaran pajak dan kebenaran alas pernungutan dan penyetoran 
pajak yang hasilnya dimuat dalam Berita Acara pemeriksaan Pajak; 

d. untuk keperluan pemerikaaan, W ajib Pajak diwajibkan 
memperlihatkan, meminjamkan buku catatan, dokumen, memberikan 
kesernpntnn untuk memusuki ruungun/temput yung diperlukan dun 
memberikan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan. 
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BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN .;)1)1 tJ NOMOR It 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG 

ADITR~TO 

Diundangkan di Semarang 

pada tanggal : ~t.. W\ {A ~I) l .t( 

HENDRAR PRTHADI 

Ditetapkan di Semarang 
pada tan ggal ;)..7. '()1 e;·. i<J f f 

Peraturan Walikota ini rnulai berlaku sejak tanggal diundangkan, 

Agar setiap orang dapat mcngetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalarn Bcrita Daerah Kota 
Semarang. 

BAD XII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 21 

e. melaksanakan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan 
penghapusan alau pengurangan sanksi admlnistraei pajak; 

f. menyetorkan penerimaan pHjak paling lambat 1 x 2'1 jam ke kas 
daerah; 

g. menyampaikan la po ran pelaksanaan tugas se bagaimana dimaksud 
huruf a, huruf b, huruf e, htrruf d, huruf e dan huruf f setiap bulan 
kepada Walikota. 
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